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BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 605TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung usaha jasa boga yang masih

tergolong mikro dan kecil perlu dilakukan perubahan

penetapan omset penjualan yang dikecualikan untuk

dikenakan pajak restoran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Restoran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur

dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
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Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar

dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2730);

2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

perubahan ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun

1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4740);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19

Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4048);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189)

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang–

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

7. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

8. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

9. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 18);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010

tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap

Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);

18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun

2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);



- 5 -

Sekda Asisten
PKR

Ka.Bag.
Hukum

Ka.
BPPKAD

Ka.Subag.
PUU

20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 25);

21. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun

2022 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten

Sampang Tahun 2020 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 18

(1) Objek Pajak Restoran meliputi :

a. Restoran, rumah makan, depot, pujasera, warung, kantin, bakery,

bar, kafetaria;

b. Jasa boga dan/atau catering; dan

c. Pedagang kaki lima.

(2) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, dengan nilai omzet penjualan makanan dan/atau minuman

yang tidak melebihi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) /bulan

(3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, dengan nilai omzet penjualan makanan dan/atau minuman

yang tidak melebihi sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu

Rupiah)/bulan

(4) Dikecualikan objek pajak pada ayat (2) dan ayat (3) yang bersumber

dari dana APBD Kabupaten Sampang dengan omset Rp. 500.000,-

(Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 1 (Satu) tahun, dikenakan Pajak

Restoran.
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2. Diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 45 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat

(7a), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas

kelebihan pembayaran Pajak Restoran kepada Bupati melalui Kepala

BPPKAD.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah

disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan :

a. perhitungan dari Wajib Pajak;

b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan,

pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi;

c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali;

d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau

pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan

secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya

kelebihan pembayaran pajak.

(4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak, harus dilampirkan dokumen :

a. identitas penduduk/KTP pemohon (Wajib Pajak);

b. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;

c. dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

menjadi dasar permohonan;

d. bukti pembayaran pajak yang divalidasi Kas Daerah dengan jelas yang

menjadi dasar permohonan;

e. Uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

(5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPPKAD

atau pejabat yang ditunjuknya segera mengadakan penelitian atau

pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan

pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib

Pajak.

(6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati

dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya

permohonan harus memberikan keputusan.

(7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak daerah dan retribusi daerah,

kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang pajak dan/atau retribusi tersebut.
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(7a) Bagi catering/usaha jasa boga yang belum diketahui omsetnya secara

pasti dan berdasarkan pemeriksaan ternyata omsetnya kurang dari nilai

omset yang dikecualikan dari objek Pajak Restoran, maka dapat

dilakukan mekanisme Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

(SKPDLB) atau pengembalian Pajak.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran pajak, diatur tersendiri dengan

Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 20 Juni 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIAWAN, S.Sos,MM
Pembina Utama Madya

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 60


